TIAP TAHUN DAPAT, KALI INI PEMKAB HUMBAHAS SALURKAN
BANTUAN RP494 JUTA KE 8 PARPOL

Sumber gambar: Waspada.co.id

DOLOK SANGGUL, Waspada.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Humbang Hasundutan (Humbahas) pada tahun anggaran 2021 ini telah mengalokasikan
dana bantuan kepada partai politik (Parpol) senilai Rp494.305,393,00.

Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada 8 Parpol yang memiliki wakil di
DPRD Kabupaten Humbahas di masa periode 2019-2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Humbahas,
Thomson Hutasoit mengatakan, bantuan keuangan kepada kedelapan partai politik ini
yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021, berdasarkan suara yang dikantongi
pada pemilu legislatif 2019 lalu.

Bantuan yang disalurkan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun sistem politik di Humbang
Hasundutan. Bantuan ini rutin setiap tahun diberikan,” kata Thomson di ruang kerjanya,
Selasa (24/8).

Saat ini, katanya, Kesbangpol sedang melakukan proses minta izin persetujuan
pencairan ke Bupati Humbahas. Lalu, menerima proposal dana banpol yang dilengkapi
dengan rancangan anggaran belanja dan hasil audit penggunaan dana banpol tahun lalu
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Targetnya selesai pada akhir bulan sehingga
memasuki awal Oktober bantuan sudah bisa didistribusikan.

“Nanti langsung ditransfer ke rekening masing-masing partai. Tanpa ada
pencairan dilakukan tahap-bertahap,” jelas Thomson.
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Dia menjelaskan, bantuan akan diberikan kepada masing-masing parpol tersebut
berdasarkan jumlah suara pada Pemilu 2019. Setiap satu suara akan mendapatkan
Rp5.130,47. Diharapkan melalui bantuan ini bisa mendukung kegiatan pendidikan
politik, dan pendidikan politik dari setiap parpol.

Perlu diketahui, delapan partai politik ini memiliki kursi di DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan. Dimana secara total delapan parpol ini memperoleh suara pada
tahun 2019 mencapai 96.347.

Berikut rincian dana partai politik di Kabupaten Humbang Hasundutan
berdasarkan SK Bupati Nomor 240 Tahun 2021 tentang penetapan besaran bantuan
keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD pemilu legislatif tahun
2019.

PDI Perjuangan mendapatkan Rp150.025.203,00 dengan jumlah suara 29.242.
Disusul, Partai Golkar Rp112.752.339,00 dengan jumlah suara 21.977, Partai Hanura
Rp79.922.462,00 dengan jumlah suara 15.578, Partai Nasdem Rp41.792.809 dengan
jumlah suara 8.146.

Selanjutnya, Partai Gerindra Rp37.924.434,00 dengan jumlah suara 7.392, Partai
Perindo Rp37.508.867,00 dengan jumlah 7.311 suara, Partai PSI Rp20.506.488,00
dengan jumlah 3.997 suara, Demokrat Rp13.872.791,00 dengan jumlah 2.704 suara.

Sumber Berita:

1. https://waspada.co.id/, Pemkab Humbahas Salurkan Bantuan Rp494 Juta ke 8 Parpol,
tanggal 24 Agustus 2021.

2. https://topmetro.news/, Pemkab Humbahas Salurkan Bantuan Rp494 Juta ke 8
Parpol, tanggal 25 Agustus 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik

Pasal 1 angka 1, 4,5

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang
dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk
kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Pasal 10
(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11
(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Anggina Rizki Harahap 3



e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara

konstitusional.

Pasal 12
Partai Politik berhak:

a.
b.
C.

memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta
kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan
wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil
walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 13

Partai Politik berkewajiban:

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;

b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;

menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan

yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala
1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan;

j. - memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan

k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

S@ ™~ 2 2o

Pasal 34
(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang,
barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Anggina Rizki Harahap 5



diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai

Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan
kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam
membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik

Pasal 1 angka 1, 2, 4, 8

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya
didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk
pendidikan politik.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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8. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh
Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik
di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada
Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan
kepadaPartai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD
kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan
suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum.

Pasal 9

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan  untuk
melaksanakanpendidikan politik bagi anggota Partai Politidan masyarakat.

(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana
dimaksudpada ayat (1), bantuan keuangan kepadaPartai Politik juga digunakan
untuk operasional sekretariat Partai Politik.
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Pasal 12

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan
APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling
lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai
Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.

Pasal 13

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara
berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh

BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.

Pasal 14

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
disampaikan kepada:
a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
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(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pasal 15
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka
untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak
menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan
APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan
pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Partai Politik.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 2

(1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat
pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

(2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat
daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

(3) Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di
tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD
kabupaten/kota.

(4) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

(5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diberikan setiap tahun.
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Pasal 3

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber
dari APBN.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber
dari APBD provinsi.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber
dari APBD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah secara nasional yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

(3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD
provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi.

(4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu
DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum
kabupaten/kota.

Pasal 13

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)
dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik

Pasal 1 Angka 6, 7, 8

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN /
APBD vyang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan
kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya
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didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk
pendidikan politik.

7. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang
selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas
penenmaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan.

8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar
Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK;

b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan

c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada
Parpol.

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:

a. Laporan Pertanggungjawaban DPP;

b. Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan

c. Laporan Pertanggungjawaban DPC.

Pasal 4

(1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan
Pertanggungjawaban kepada BPK.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda)
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening
Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.

(3) Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening
khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

Pasal 9

(1) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Parpol.
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan
Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 12

(1) BPK  menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN
kepada DPP atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
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